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Abstrak

Program Latihan Kerja Bhumi Pura (Latjapura) merupakan inisiatif
strategis Politeknik Imigrasi (Poltekim) dalam meningkatkan
kompetensi praktis taruna melalui kolaborasi dengan Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Malang. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program
menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan
pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder. Hasil menunjukkan
peningkatan signifikan pada kompetensi teknis (+24%) dan non-teknis
(+24%) taruna, serta kontribusi terhadap efisiensi layanan imigrasi.
Tantangan utama meliputi keterbatasan akses teknologi mutakhir dan
variasi kualitas pembimbing. Studi ini
merekomendasikan perpanjangan durasi program, standarisasi modul
pelatihan, dan integrasi teknologi VR/blockchain. Temuan ini relevan
bagi pengembangan pendidikan vokasi kedinasan dan praktik
kolaborasi pendidikan-industri di sektor publik.

Keywords: Latjapura; Pendidikan vokasi keimigrasian; Model
evaluasi CIPP; Kolaborasi kampus-industri; Kompetensi praktis
taruna

Abstract

The Bhumi Pura Work Training Program (Latjapura) represents a
strategic initiative by the Immigration Polytechnic (Poltekim) to
enhance cadets' practical competencies through collaboration with
Class I TPl Immigration Office Malang. This study evaluates the
program's effectiveness using the CIPP model (Context, Input,
Process, Product) with a qualitative approach and secondary data
analysis. Results demonstrate significant improvements in cadets’
technical (+24%) and non-technical (+24%) competencies, along
with contributions to immigration service efficiency. Key challenges
include limited access to advanced technologies and variations in
mentor quality. The study recommends extending program
duration, standardizing  training modules, and integrating
VR/blockchain technologies. These findings are relevant for
developing vocational education in public sector training and
education-industry collaboration practices.
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PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi di bidang keimigrasian
memegang peranan penting dalam menyiapkan
sumber daya manusia yang kompeten dan siap
bekerja. Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagai
lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham)  bertanggung jawab  untuk
menghasilkan taruna yang tidak hanya memahami
teori tetapi juga memiliki keterampilan praktis
(Saputro et al., 2021). Salah satu program yang
dirancang untuk mencapai tujuan ini adalah Latihan
Kerja Bhumi Pura (Latjapura), yang memberikan
pengalaman langsung kepada taruna di unit-unit
kerja keimigrasian, termasuk Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Malang. Program ini menjadi wujud nyata dari
pengabdian masyarakat melalui pendidikan berbasis
praktik (Dewi & Santoso, 2022).

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dipilih sebagai
lokasi pelaksanaan Latjapura karena memiliki
kompleksitas layanan keimigrasian yang tinggi,
meliputi  pemeriksaan ~ dokumen  perjalanan,
pengawasan orang asing, dan pelayanan paspor
(Kemenkumham, 2022). Kolaborasi antara Poltekim
dan Kantor Imigrasi Malang dalam program
Latjapura ini menciptakan sinergi yang saling
menguntungkan: taruna mendapatkan pengalaman
langsung, sementara kantor imigrasi memperoleh
tenaga tambahan yang telah dibekali dasar-dasar
keimigrasian (Nugroho & Pratama, 2023). Sinergi
semacam ini sejalan dengan konsep link and
match antara dunia pendidikan dan industri, yang
telah terbukti meningkatkan relevansi lulusan di
berbagai bidang vokasi (Wilson, 2019).

Pelaksanaan Latjapura di Kantor Imigrasi Kelas |
TPl Malang pada tahun 2022 melibatkan 29
taruna yang terlibat dalam berbagai tugas, mulai dari
pelayanan administrasi hingga penanganan kasus
keimigrasian (Laporan Monitoring Latjapura, 2022).
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga
membentuk karakter disiplin, profesionalisme, dan
etos kerja taruna (Prasetyo et al., 2020). Hasil
monitoring menunjukkan bahwa taruna yang terlibat
dalam Latjapura di Malang menunjukkan tingkat
antusiasme dan adaptasi yang tinggi, yang menjadi
indikator keberhasilan program ini.

Namun, pelaksanaan Latjapura juga menghadapi
beberapa tantangan, seperti perbedaan dinamika
kerja di lapangan dengan materi perkuliahan serta
kebutuhan untuk terus memperbarui Kkurikulum
berdasarkan perkembangan regulasi keimigrasian
(Hidayat & Wijaya, 2021). Oleh Kkarena itu,
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penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh
mana sinergi antara Poltekim dan Kantor Imigrasi
Malang dalam meningkatkan kompetensi praktis
taruna, serta memberikan rekomendasi untuk
pengembangan program serupa di masa depan.

Pendidikan vokasi di bidang keimigrasian
merupakan salah satu pilar penting dalam
menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten
dan siap berkontribusi dalam sistem keimigrasian
nasional. ~ Sistem pendidikan ini  menuntut
keseimbangan yang harmonis antara penguasaan
teori dan keterampilan praktik, sebagaimana
diamanatkan dalam berbagai regulasi dan standar
pendidikan kedinasan. Menurut Kolb (2015) dalam
bukunya Experiential ~ Learning, pembelajaran
berbasis pengalaman merupakan metode paling

efektif  untuk  mengembangkan  kompetensi
profesional di bidang yang bersifat aplikatif seperti
keimigrasian. Teori ini mendapatkan

pembenarannya dalam konteks program Latihan
Kerja Bhumi Pura (Latjapura) yang dilaksanakan di
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang, di mana taruna
mendapatkan kesempatan untuk menerjemahkan
pengetahuan teoretis yang diperoleh di kelas ke
dalam situasi nyata pelayanan keimigrasian.

Program Latjapura di Kantor Imigrasi Malang
dirancang sebagai media transformatif bagi taruna
Politeknik Imigrasi (Poltekim) untuk mengalami

kompleksitas pekerjaan keimigrasian.

Gambar 1. Pelaksanaan Latjapura

Dalam pelaksanaannya, taruna terlibat dalam
berbagai aktivitas inti keimigrasian seperti proses
pemeriksaan paspor, analisis dokumen perjalanan,
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hingga penanganan orang asing. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi
yang menekankan pentingnya komponen praktik
dalam  kurikulum pendidikan kedinasan ini.
Pengalaman langsung ini tidak hanya memperkaya
pemahaman taruna tetapi juga membangun
kepekaan terhadap dinamika pekerjaan di lapangan
yang seringkali berbeda dengan skenario ideal di
kelas.

Relevansi program magang atau kerja praktik di
instansi pemerintah  dalam  meningkatkan
kompetensi peserta didik telah dibuktikan dalam
berbagai penelitian. Smith dan Johnson (2020)
dalam studinya tentang program magang di sektor
publik menemukan bahwa pengalaman lapangan
secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta
tentang  kebijakan  publik dan  mengasah
keterampilan teknis yang diperlukan. Temuan ini
mendapatkan  konfirmasi dalam implementasi
Latjapura di Kantor Imigrasi Malang, di mana
berdasarkan Laporan Monitoring Latjapura (2022),
taruna tidak hanya mempelajari  prosedur
administrasi standar tetapi juga mengembangkan
kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah
melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
Aspek ini menjadi sangat krusial mengingat petugas
imigrasi dituntut untuk memiliki kemampuan teknis
sekaligus keterampilan interpersonal yang baik
dalam menjalankan tugasnya.

Landasan hukum tentang pentingnya pengembangan
SDM  keimigrasian yang kompeten semakin
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian. Regulasi ini secara
eksplisit menekankan kewajiban pemerintah untuk
memastikan ketersediaan SDM yang mumpuni
dalam menjaga kedaulatan imigrasi negara. Dalam
konteks ini, program Latjapura muncul sebagai
sarana strategis untuk memastikan bahwa taruna
Poltekim tidak hanya memahami teori tetapi juga
menyadari sepenuhnya tanggung jawab mereka
sebagai calon petugas imigrasi. Kementerian Hukum
dan HAM (2021) dalam berbagai publikasinya selalu
menegaskan bahwa kualitas pelayanan keimigrasian
sangat bergantung pada kompetensi petugas di
lapangan, sehingga program seperti Latjapura
menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan
kualitas SDM keimigrasian Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang dipilih sebagai
lokasi Latjapura karena memiliki karakteristik
operasional yang unik dan kompleks. Sebagai salah
satu kantor imigrasi tersibuk di Jawa Timur, kantor
ini menangani volume layanan yang tinggi meliputi
penerbitan paspor, pengawasan orang asing, dan
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penindakan pelanggaran imigrasi (Kanim Malang,
2022). Data statistik menunjukkan bahwa kantor ini
melayani rata-rata 500 permohonan paspor per hari
dan melakukan pengawasan terhadap sekitar 10.000
orang asing yang tinggal di wilayah Kkerjanya.
Kondisi ini memberikan pengalaman komprehensif
bagi taruna Poltekim karena memungkinkan mereka
untuk  berhadapan dengan berbagai  kasus
keimigrasian dalam intensitas dan variasi yang sulit
ditemui di kantor imigrasi kelas lain.

Keberagaman kasus yang dihadapi di Kantor
Imigrasi Malang menciptakan lingkungan belajar
yang ideal bagi pengembangan kompetensi taruna.
Dalam periode Latjapura, taruna tidak hanya
mengobservasi tetapi juga secara bertahap dilibatkan
dalam penanganan kasus-kasus aktual. Mulai dari
pemeriksaan dokumen perjalanan, verifikasi data
orang asing, hingga partisipasi dalam operasi
pengawasan imigrasi. Pengalaman ini sesuai dengan
konsep legitimate peripheral participation yang
dikemukakan oleh Lave dan Wenger (1991), di mana
peserta didik secara bertahap diajak untuk terlibat
dalam komunitas praktisi yang sesungguhnya.
Proses ini tidak hanya membangun kompetensi
teknis tetapi juga membentuk identitas profesional
sebagai calon petugas imigrasi.

Implementasi program Latjapura di Kantor Imigrasi
Malang juga memberikan manfaat timbal balik bagi
institusi tersebut. Kehadiran taruna Poltekim yang
telah dibekali pengetahuan dasar keimigrasian
memberikan suntikan energi baru dalam pelayanan.
Dalam beberapa kasus, ide-ide segar dari taruna
yang melek teknologi turut berkontribusi dalam
peningkatan  kualitas  pelayanan.  Simbiosis
mutualisme ini sejalan dengan konsep link and
match antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang
terus digaungkan dalam pengembangan pendidikan
vokasi. Kantor Imigrasi Malang mendapatkan
manfaat dari tenaga tambahan yang relatif terlatih,
sementara Poltekim mendapatkan umpan balik
berharga tentang relevansi kurikulum yang mereka
ajarkan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dari perspektif pengembangan pendidikan tinggi
kedinasan, program Latjapura di Kantor Imigrasi
Malang  menawarkan ~ model  yang  bisa
dikembangkan lebih lanjut. Evaluasi terhadap
program ini tidak hanya perlu melihat aspek
kuantitatif seperti jumlah peserta atau durasi
program, tetapi juga dampak kualitatif terhadap
pembentukan ~ kompetensi  holistik  taruna.
Pengalaman di  Kantor Imigrasi  Malang
menunjukkan bahwa integrasi teori dan praktik
dalam pendidikan keimigrasian harus terus diperkuat
dengan pendekatan yang lebih sistemik dan terukur.
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Kedepannya, program semacam ini  bisa
dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak
mitra dan memperkaya metode pembelajarannya
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
terkini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor
Imigrasi Malang, Bapak Ramdhani, taruna yang
terlibat dalam Latjapura diberi kesempatan untuk:

1. Terlibat langsung dalam pelayanan paspor,
termasuk verifikasi dokumen dan wawancara
pemohon.

2. Mengamati proses penindakan keimigrasian,
seperti pemeriksaan orang asing yang overstay.

3. Berpartisipasi dalam sosialisasi kebijakan
keimigrasian kepada masyarakat.

Pendekatan learning by doing ini sesuai dengan
teori Bandura (1977) tentang pembelajaran sosial, di
mana individu lebih cepat memahami suatu konsep
ketika terlibat langsung dalam praktik.

Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pengembangan
Program

Meskipun program Latjapura di Malang dinilai
sukses, terdapat beberapa area perbaikan, seperti:

1. Peningkatan koordinasi antara pembimbing
lapangan dan dosen Poltekim untuk memastikan
keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan
lapangan (Nugroho, 2023).

2. Penguatan materi teknologi keimigrasian,
seperti penggunaan sistem Eazy
Passport dan autogate, mengingat
perkembangan digitalisasi layanan

(Kemenkumham, 2023).

3. Evaluasi berkala melalui survei kepuasan taruna
dan instansi mitra untuk mengukur dampak
program (Creswell, 2018).

Sinergi antara Poltekim dan Kantor Imigrasi Kelas |
TPl Malang dalam program Latjapura telah
memberikan dampak positif dalam pengembangan
kompetensi taruna. Program ini tidak hanya
meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga
membentuk karakter profesional. Dengan terus
melakukan evaluasi dan inovasi, kolaborasi ini dapat
menjadi model terbaik untuk pendidikan vokasi
keimigrasian di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Evaluasi program Latihan Kerja Bhumi Pura
(Latjapura) di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang
menggunakan model CIPP (Context, Input, Process,
Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam
(2003). Model ini dipilih karena memberikan
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kerangka komprehensif untuk menilai efektivitas
program dari aspek perencanaan, pelaksanaan,
hingga hasil akhir (Zhang et al., 2020). Evaluasi
berbasis CIPP memungkinkan peneliti untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program
secara  sistematis, sekaligus ~ memberikan
rekomendasi perbaikan berbasis data (Worthen et al.,
2018).

1. Evaluasi Context (Konteks)

Evaluasi context bertujuan untuk menganalisis latar
belakang, kebutuhan, dan tujuan program
Latjapura di Kantor Imigrasi Malang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
No. 28 Tahun 2020, program ini dirancang untuk
menjembatani kesenjangan antara teori di kampus
dan praktik di lapangan (Kemenkumham, 2020).
Data dari Politeknik Imigrasi (2022) menunjukkan
bahwa 85% taruna membutuhkan pengalaman
langsung di kantor imigrasi untuk memahami
dinamika kerja riil (Sohirin, 2022).

Konteks sosial juga menjadi pertimbangan penting.
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Malang merupakan
salah satu unit tersibuk di Jawa Timur dengan
volume layanan paspor dan pengawasan orang asing
yang tinggi (Kanlm Malang, 2022). Oleh karena itu,
program Latjapura di lokasi ini dirancang untuk
memenuhi dua kebutuhan:

o Kebutuhan taruna: Meningkatkan kompetensi
teknis (e.g., pemeriksaan dokumen, layanan
paspor) dan non-teknis (e.g., komunikasi, etos
kerja).

o Kebutuhan institusi: Memperkuat kolaborasi
antara pendidikan dan praktik keimigrasian
(Nugroho & Pratama, 2023).

2. Evaluasi Input (Masukan)

Tahap input mengevaluasi sumber  daya  yang
digunakan dalam pelaksanaan Latjapura, meliputi:

e Sumber Daya Manusia: Peserta terdiri dari 29
taruna Poltekim yang telah menyelesaikan mata
kuliah dasar keimigrasian (Laporan Monitoring,
2022). Pembimbing lapangan dari Kantor
Imigrasi Malang adalah pejabat struktural dengan
pengalaman minimal 5 tahun (Ramdhani, 2022).

e Infrastruktur: Taruna diberikan akses ke sistem
layanan imigrasi (e.g., Eazy Passport, database
orang asing) dan ruang kerja khusus (Saputro et
al., 2021).

e Regulasi: Program ini mengacu pada SK Direktur
Poltekim No. SDM.6.UM.01.01-2744 Tahun
2022 dan panduan teknis dari Kantor Wilayah
Kemenkumham Jatim (Poltekim, 2022).
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Menurut Creswell (2018), kualitas input
menentukan  keberhasilan ~ program. Hasil
wawancara dengan taruna menunjukkan bahwa 98%
responden puas dengan kesiapan pembimbing,
tetapi 15% mengeluhkan keterbatasan akses ke
sistem tertentu karena alasan keamanan (Survei
Kepuasan Taruna, 2022). Temuan ini sejalan dengan
penelitian Lee & Tan (2020) yang menyatakan
bahwa pembatasan akses dalam program magang
pemerintah sering menjadi kendala.

3. Evaluasi Process (Proses)

Tahap process menganalisis pelaksanaan program,
termasuk:

e Mekanisme Monitoring: Tim dari Poltekim
melakukan kunjungan langsung ke Kantor
Imigrasi Malang pada20 Juni 2022 untuk

mengevaluasi progres taruna (Sohirin, 2022).
Metode pengumpulan data meliputi:

Observasi partisipatif (taruna dilibatkan dalam
layanan paspor dan pemeriksaan dokumen) dan
wawancara semi-terstruktur dengan pembimbing
dan taruna (Zhang et al., 2020).

e Pendampingan: Setiap taruna mendapat mentor
dari pejabat imigrasi yang bertanggung jawab
memberikan umpan balik harian (Ramdhani,
2022).

Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa:

o Kekuatan: Taruna mampu beradaptasi dengan
cepat dan menunjukkan peningkatan
keterampilan teknis setelah 2 minggu (Laporan
Monitoring, 2022).

e Kelemahan: Tidak semua taruna mendapat
kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kasus
kompleks (e.g., penindakan overstayer) karena
pertimbangan keamanan (Wawancara
Pembimbing, 2022).

Studi oleh Wilson (2019) menyebutkan bahwa
ketimpangan pengalaman praktik sering terjadi
dalam program magang pemerintah. Untuk
mengatasi ini, rekomendasi yang diajukan adalah:

e Meningkatkan rotasi tugas agar taruna mendapat
exposure yang beragam.

e Memperpanjang durasi Latjapuradari 1 bulan
menjadi 2 bulan (Nugroho, 2023).

4. Evaluasi Product (Hasil)

Tahap product mengukur output ~ dan  dampak
program. Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif:

o Pencapaian Kompetensi:

100% taruna mampu mengoperasikan sistem
layanan paspor dasar dan 80% taruna memahami
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prosedur pemeriksaan orang asing (Survei
Kepuasan, 2022).

o Dampak Institusional:

Kantor Imigrasi Malang melaporkan peningkatan
efisiensi  layanan selama  program berjalan
(Ramdhani, 2022) dan kolaborasi Poltekim-
Kanlm Malang menjadi model untuk UPT lain
(Kemenkumham, 2023).

Namun, tantangan tetap ada, seperti:

o Kurangnya integrasi teknologi mutakhir (e.g.,
autogate, biometric analysis) dalam pelatihan
(Hidayat & Wijaya, 2021).

e Perlu evaluasi jangka panjang untuk mengukur
dampak Karir taruna pasca-Latjapura (Smith &
Johnson, 2020).

Evaluasi dengan model CIPP membuktikan bahwa
program  Latjapura di  Kantor  Imigrasi
Malang efektif dalam meningkatkan kompetensi
taruna, tetapi memerlukan penyempurnaan di aspek:

1. Kesetaraan akses pengalaman praktik.
2. Integrasi teknologi keimigrasian terkini.
3. Pemantauan dampak jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komprehensif Berdasarkan Model CIPP

1. Konteks Program dan Relevansi dengan

Kebutuhan Stakeholder

Program Latjapura di Kantor Imigrasi Kelas | TPI

Malang muncul sebagai respons terhadap tiga

kebutuhan krusial:

1. Kebutuhan kurikuler berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun
2020 yang menekankan 60% pembelajaran
berbasis praktik

2. Kebutuhan institusional Kanlm Malang akan
tenaga terlatin untuk menghadapi lonjakan
layanan paspor sebesar 23% (Kanlm Malang,
2022)

3. Kebutuhan industri akan
ready di bidang keimigrasian

Tabel 1 menunjukkan keselarasan antara tujuan

program dengan kebutuhan stakeholder:

lulusan yang job-

Stakeholder ~ Kebutuhan Dampak Program
Taruna Pengalaman Peningkatan skor
Poltekim praktik kompetensi 40%
Kanlm Tenaga Efisiensi layanan
Malang pendukung meningkat 15%
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Stakeholder ~ Kebutuhan Dampak Program
Pelayanan Indeks kepuasan
Masyarakat orima 89%

(Sumber: Olahan data Laporan Monitoring 2022)

2. Implementasi Program: Antara Teori dan Praktik

Lapangan

Pelaksanaan

temuan kunci:

Proses pembelajaran menerapkan teori Kolb (2015)

secara konsisten:

e Concrete  Experience:  Taruna
menangani 15-20 kasus harian

o Reflective Observation: Diskusi harian dengan
pembimbing lapangan

o Abstract Conceptualization: Penyusunan laporan
kasus mingguan

o Active Experimentation: Aplikasi solusi inovatif
untuk masalah riil

Contoh kasus nyata:
"Taruna berhasil mengidentifikasi dokumen paspor

program  menunjukkan beberapa

langsung

palsu melalui analisis watermark yang tidak
digjarkan  di  kelas" (Studi Kasus No.
5/Latjapura/2022)
3. Dampak Terukur pada Pengembangan
Kompetensi
Analisis komparatif menunjukkan peningkatan
signifikan:
Tabel 2. Perbandingan Kompetensi Pra-Pasca
Latjapura

. Pra- Pasca- .
Kompetensi Program  Program Peningkatan
Teknis 65% 89% +24%
Non-teknis  58% 82% +24%
Penguasaan  pro 780  +36%
Sistem

(Sumber: Data Assessment Poltekim 2022)

Temuan ini memperkuat penelitian Wilson (2019)
tentang efektivitas program magang di instansi
pemerintah dengan peningkatan kompetensi rata-
rata 25-40%.

4. Tantangan Implementasi dan Solusi Inovatif
Beberapa kendala utama yang teridentifikasi:
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Gambar 2. Diagram Fishbone Analisis Masalah

Solusi yang berhasil diimplementasikan:

a. Sistem Buddy Program: Taruna
mendampingi yunior (adopsi dari
Singapore Immigration Academy)

b. Mobile Learning Module: Akses materi digital
melalui aplikasi Imigrasi Edu

c. Simulasi Kasus Kompleks: Menggunakan VR
untuk pelatihan penanganan imigran ilegal

senior
model

5. Rekomendasi Strategis untuk Pengembangan
Program

Berdasarkan temuan lapangan, kami mengusulkan
model PERISAI untuk program selanjutnya:
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Ssf ; %}3
£ MODEL PERISAI 3
PENGEMBANGAN
- LATJAPURA
% :
"
= 05 v

Sustuinability ojaring
wlumnil

Gambar 3. Model PERISAI Pengembangan

Latjapura
Langkah konkret yang dapat segera
diimplementasikan:
1. Penyusunan Standar Operasional

Progresif untuk pembimbing lapangan

2. Integrasi sistem blockchain untuk verifikasi
dokumen praktik

3. Program double mentoring (dosen + praktisi)

Implikasi Teoretis dan Praktis
Temuan penelitian ini memberikan kontribusi
penting bagi:
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a. Pengembangan teori pembelajaran vokasi:
Memperkuat model situated learning Lave &
Wenger (1991) dalam konteks keimigrasian

b. Kebijakan pendidikan kedinasan: Memberikan
blueprint untuk program sejenis di lembaga
kedinasan lain

c. Praktik manajemen SDM imigrasi:
Menunjukkan efektivitas model apprenticeship
plus untuk rekrutmen

Keterbatasan  Penelitian  dan

Mendatang

Agenda Riset

Beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Rentang waktu observasi yang relatif singkat (1
bulan)

2. Variasi pengalaman taruna yang belum
sepenuhnya terstandarisasi

3. Keterbatasan akses ke
keimigrasian

sistem  sensitif

Agenda riset lanjutan yang direkomendasikan:
o Studi longitudinal dampak Latjapura terhadap
karir alumni

e Analisis komparatif dengan model magang di
negara ASEAN

Pengembangan alat ukur kompetensi berbasis big
data.

KESIMPULAN

Program Latihan Kerja Bhumi Pura
(Latjapura) yang dilaksanakan melalui sinergi
antara Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Kantor

Imigrasi Kelas | TPI Malang telah membuktikan diri
sebagai model efektif dalam pengembangan
kompetensi praktis  taruna keimigrasian.
Berdasarkan evaluasi menggunakan model CIPP
(Context, Input, Process, Product), program ini tidak
hanya berhasil memenuhi tujuan kurikuler tetapi
juga memberikan dampak positif bagi institusi mitra
dan kualitas layanan imigrasi. Hasil monitoring
menunjukkan  peningkatan  signifikan  dalam
penguasaan kompetensi teknis (seperti pemeriksaan
dokumen dan operasional sistem keimigrasian)
maupun non-teknis (seperti komunikasi dan etos
kerja), dengan rata-rata peningkatan sebesar 24-
36% berdasarkan data assessment pasca-program.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Wilson
(2019) yang menyatakan bahwa program magang
berbasis praktik di instansi pemerintah mampu
meningkatkan job readiness peserta hingga 40%.

Keberhasilan program ini ditopang oleh beberapa
faktor kunci. Pertama, kolaborasi struktural antara
Poltekim dan Kantor Imigrasi Malang yang
terlembagakan melalui SOP jelas dan
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pendampingan mentor lapangan. Kedua,
pendekatan experiential learning ala Kolb (2015)
yang memadukan teori, simulasi, praktik langsung,
dan refleksi. Ketiga, dukungan infrastruktur seperti
akses terbatas ke sistem Eazy Passport dan pelibatan
taruna dalam kasus riil. Namun, beberapa tantangan
masih perlu diatasi, seperti kesenjangan akses
teknologi mutakhir (e.g., pelatihan autogate)
dan variasi kualitas pembimbing lapangan yang
memengaruhi konsistensi pengalaman belajar.

Implikasi dari temuan ini meliputi tiga aspek utama:

1. Kebijakan Pendidikan: Perlunya
memperpanjang durasi Latjapura dari 1 bulan
menjadi  2-3 bulan untuk pengalaman lebih
mendalam (Nugroho, 2023).

2. Pengembangan SDM:  Penyusunan modul
pelatihan standar untuk pembimbing lapangan
guna meminimalkan variasi kualitas mentoring.

3. Inovasi Teknologi: Integrasi alat virtual
reality (VR) dan blockchain dalam  simulasi
kasus kompleks, mengacu pada praktik
terbaik Singapore Immigration & Checkpoints

Authority (ICA).

Secara keseluruhan, program Latjapura di Kantor
Imigrasi Malang telah menjadi benchmark untuk
pengembangan pendidikan vokasi keimigrasian di
Indonesia. Ke depan, sinergi ini perlu diperkuat
dengan evaluasi jangka panjang terhadap Kkinerja
alumni di dunia kerja serta ekspansi model serupa ke
UPT lain dengan adaptasi konteks lokal. Dengan
demikian, program ini tidak hanya mampu
menghasilkan taruna yang kompeten tetapi juga
berkontribusi pada transformasi digital layanan
keimigrasian nasional.
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